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MOTTO

Perjalanan sejauh ini, di mulai dari mimpi mimpi yang terus satu persatu akan di
wujud kan, berkali kali gagal tak lelah untuk mencoba bangkit kembali, jika pada
ujung nya akan terjadi kegagalan lagi, kaki ini telah di rancang untuk tak pernah

lelah untuk berdiri dan bangkit kembali.

“Jangan takut gagal, keberhasilan sering kali berasal dari pengalaman

kegagalan."



ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of changes in a form of state, the impact
studied is the impact on the constitution and the impact on state administration. This
analysis was carried out using normative juridical research methods, this method
focuses on collecting data through the study of legal documents and analysis of
relevant legal regulations. The approach taken in conducting this research uses the
Statute Approach method by analyzing laws and regulations, court decisions, legal
documents, and relevant legal literature. With the discovery of the problem
formulation, namely 1. What is the impact of changes in the form of the Indonesian
state on the government system? And 2. What is the impact of constitutional changes
and their implications for state institutions? provide research results if the form of
the Indonesian state has changed in the future, then the impact of changes in the form
of the state on the government system is that the system of government can change in
accordance with changes in the form of the new state and the impact of changing the
constitution and its implications for the political system there will be changes in the

political system according to with the provisions of the new constitution.

Keywords: the impact of changes in the form of the state; constitutional impact;

state administration.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak terjadinya perubahan
dari suatu bentuk negara, dampak yang dikaji berupa dampak terhadap konstitusi dan
dampak terhadap ketatanegaraan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, metode ini berfokus pada pengumpulan data
melalui studi dokumen hukum dan analisis terhadap aturan hukum yang relevan.
Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode
Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dengan menganalisis
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur
hukum yang relevan. Dengan penemuan rumusan masalah yakni 1. Bagaimana
dampak perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem pemerintahan? Dan 2.
Bagaimana dampak perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap kelembagaan
negara? Memberikan hasil penelitian bilamana bentuk negara Indonesia telah
berubah kedepannya, maka dampak dari perubahan bentuk negara terhadap sistem
pemerintahan adalah dapat berubahnya sistem pemerintahan tersebut sesuai dengan
perubahan bentuk negara yang baru dan dampak perubahan konstitusi dan
implikasinya pada sistem politik akan terjadi perubahan pada sistem politik tersebut

sesuai dengan ketentuan konstitusi yang baru.

Kata kunci: dampak perubahan bentuk negara; dampak konstitusi; ketatanegaraan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk negara Indonesia dapat ditemukan dalam konstitusi negara, yaitu
UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa “Negara

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Secara umum bentuk negara adalah suatu susunan terkait struktur negara
secara keseluruhan. Hal ini meliputi berbagai unsur negara baik itu dasar negara,
tata tertib yang diberlakukan, serta bagaimana kedudukan semua hal tersebut

terhadap kekuasaan di dalam negara.

Ada cukup banyak bentuk-bentuk negara yang kemudian diterapkan oleh
setiap negara. Bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kebijakan dari setiap negara.
Salah satu nya yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara
dengan pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang didasarkan

pada aturan dalam perundang-undangan yang diberlakukan.

Ada cukup banyak ciri-ciri atau karakteristik yang dapat dijadikan standar
untuk menetapkan bahwa suatu negara menerapkan bentuk negara kesatuan.
Beberapa ciri-ciri tersebut antara lain (i) Satu-satunya yang memegang seluruh
kekuasaan pemerintah dalam negara adalah pemerintah pusat. (ii) Konstitusi yang
berlaku sebagai dasar negara hanya ada satu yaitu Undang-Undang Dasar,
begitupun dengan kepala negara, parlemen, dan juga dewan menteri. (iii) Pajak

yang ditetapkan hanya bisa ditarikl oleh pemerintah pusat. (iv) Selain pemerintahan



yang berdaulat, tidak ada lagi badan-badan lain. (v) Terdapat supremasi
parlemen pusat. (vi) Kurikulum pendidikan yang diterapkan hanya ada satu dan
berlaku secara menyeluruh. (vii) Kedaulatan negara baik kedaulatan ke luar ataupun
kedaulatan ke dalam, keduanya secara penuh ditandatangani oleh pihak dari
pemerintah pusat. (viii) Kebijakan yang dijalankan untuk mengatasi berbagai
persoalan baik di bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan

sosial mempunyai satu kebijakan saja.*

Sejatinya dalam ketentuan UUD 1945 menegaskan bahwasanya bentuk
negara Indonesia tidak dapat diubah. Namun mengingat adanya beberapa tuntutan
dari masyarakat yang merasa perlunya ada perubahan bentuk negara setelah
menelaah kondisi dan kebutuhan masyarakat, memungkinkan suatu saat bentuk
negara diubah. Namun, jika bentuk negara dapat diubah, apa yang akan menjadi
dampak dari perubahan bentuk negara tersebut terhadap konstitusi dan
ketatanegaraan? Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji mengenai

masalah tersebut.

Perubahan berntuk negara Indonesia yaitu UUD 1945 membawa banyak
konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan
yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli
ketatanegaraan.? Termasuk di dalamnya tentang Pasal 37 UUD 1945, yaitu Pasal
yang membicarakan secara khusus perubahan UUD 1945 dalam aspek prosedur dan
pembatasannya. Mana yang tidak boleh diubah dan mana yang bisa ubah dalam
Pasal 37 UUD 1945 pun tidak luput dalam fokus perhatian dari ketentuan pasal ini.
Termasuk adalah didalamnya ketentuan Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 sebagai
pembatasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
memberikan kepastian hukum bahwa untuk bentuk NKRI dalam perubahan UUD
1945 tidak dapat diubah, atau terjadi pembatasan atas perubahan UUD 1945.

1 yash Ghai, “The Role of Constituent Assemblies in Constitution Making”, IDEA (Institute for
Democracy and Electoral Assistance), http://www. constitutionnet.org/sites/default/files/2017-
08/the_role_of constituent_assemblies_- final_yg - 200606.pdf. diunduh pada 31 Agustus 2023.
2 1bid.


http://www/

Hal tersebut tentu menjadi menarik manakala penulis membahas mengenai

dampak yang akan terjadi bilamana bentuk dari negara Indonesia telah diubah.

Pada aspek sejarahnya, penentuan pembatasan perubahan bentuk NKRI

yang kemudian pasca perubahan dicantumkan dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945

telah ditentukan sebelumnya dalam Kesepakatan Dasar disusun oleh Panitia Ad

Hoc | pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 dan isi dari kesepakatan

dasar yang disepakati tersebut antara lain:3

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.
4

Mempertegas sistem pemerintahan presidensial,

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
(batang tubuh);

Melakukan perubahan dengan cara adendeum.

Dari beberapa alasan yang melatar belakangi pembahasan tersebut, penulis

sepakat dan antusias dalam membahas dampak yang terjadi jika bentuk negara telah

diubah terhadap konstitusi dan ketatanegaraan dan mengambil judul “Dampak

Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Konstitusi dan Ketatanegaraan”

untuk penulis kaji dalam skripsi ini.

B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan

permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana dampak perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem
pemerintahan?
Bagaimana dampak perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap

kelembagaan negara?

3 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018. 735.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk memahami apa yang menjadi dampak perubahan bentuk negara
Indonesia terhadap sistem pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak perubahan konstitusi dan

implikasinya terhadap kelembagaan negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari
terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian
ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga
mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis)
maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah
dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi
penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengemban khasanah ilmu
hukum.

b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil
penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap
agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan
ilmu hukum khususnya hukum tata negara baik materiil maupun formil.

c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya
hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang
melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di

Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.



E. Kerangka Pemikiran
1. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah dasar suatu negara berdiri sesuai dengan dasar negara
dan ideologi bangsa. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara
sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara
sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya,
sedangkan secara yuridis jika negara\ peninjauan hanya dilihat dari isinya atau

strukturnya.

Bentuk negara adalah struktur atau tata cara organisasi suatu negara dalam
hal pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Ada beberapa bentuk negara yang

umum, termasuk:

1. Republik. Pemerintahan dijalankan oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat
atau wakil-wakil yang mereka pilih.

2. Monarki. Negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu, yang bisa memiliki
peran seremonial atau kekuasaan eksekutif yang lebih besar, tergantung
pada jenis monarki (absolut atau konstitusional).

3. Federasi. Negara terbagi menjadi beberapa wilayah atau negara bagian yang
memiliki otonomi dalam beberapa aspek, tetapi masih tergabung dalam satu
entitas nasional yang lebih besar.

4. Negara Kesatuan. Semua kekuasaan pusat terpusat di pemerintah nasional,
tanpa otonomi signifikan bagi wilayah-wilayah atau negara bagian.

5. Otonomi Daerah. Wilayah-wilayah tertentu dalam negara memiliki tingkat

otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan internal mereka sendiri.

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam
penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan.



2. Konstitusi

Konstitusi adalah dokumen atau hukum tertulis yang mengatur prinsip-
prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan sistem hukum
suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman utama
bagi pemerintahan suatu negara, dan biasanya mencakup hal-hal seperti:

1. Pembagian kekuasaan. Konstitusi menentukan cara kekuasaan dibagi antara
cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar
warga negara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi.

3. Prinsip-prinsip dasar. Konstitusi menguraikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
dasar yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara.

4. Proses perubahan. Biasanya, konstitusi juga mencakup prosedur untuk
mengubah atau mengamandemen dokumen tersebut.

5. Struktur pemerintahan. Konstitusi menentukan struktur pemerintahan,

termasuk pemilihan pejabat, kewenangan mereka, dan tugas-tugas mereka.

Setiap negara memiliki konstitusi yang unik, dan bentuknya bisa sangat
beragam. Ada konstitusi tertulis, seperti Konstitusi Amerika Serikat, dan konstitusi
tidak tertulis, seperti Konstitusi Inggris yang berdasarkan konvensi dan praktek-
praktek sejarah. Konstitusi merupakan landasan hukum yang mendasari sistem
pemerintahan suatu negara dan menetapkan kerangka kerja dasar bagi seluruh

aktivitas pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara.

K. C. Wheare berpendapat bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan
mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi adalah
peraturan dasar yang digunakan dalam pembentukan atau penyelenggaraan negara.
Contoh, Indonesia memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi ini digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan

Indonesia. Dan Indonesia memiliki konstitusi berupa UUD 1945.



3. Ketatanegaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian
ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang
mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang

menjadi pengaturan suatu negara.

Ketatanegaraan adalah konsep yang berkaitan dengan struktur, prinsip-
prinsip dasar, dan organisasi negara. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur
cara negara berfungsi, bagaimana kekuasaan dibagi, hak dan kewajiban warga
negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Beberapa aspek
penting dalam ketatanegaraan meliputi:

1) Struktur  Pemerintahan:  Ketatanegaraan menentukan  bagaimana
pemerintahan negara diorganisasi, termasuk cabang-cabangnya seperti
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2) Pembagian Kekuasaan: Prinsip penting dalam ketatanegaraan adalah
pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Ini dapat
mencakup pemisahan kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan.

3) Hak dan Kebebasan Warga Negara: Ketatanegaraan menentukan hak-hak
dan kebebasan yang dijamin kepada warga negara, seperti kebebasan
berbicara, beragama, dan berorganisasi.

4) Kewajiban Warga Negara: Ini mencakup tanggung jawab warga negara
terhadap negara, termasuk membayar pajak, mematuhi hukum, dan
berpartisipasi dalam proses politik.

5) Prinsip-prinsip Dasar: Ketatanegaraan juga mencakup prinsip-prinsip dasar
yang menjadi fondasi negara, seperti supremasi hukum atau prinsip
demokrasi.

6) Prosedur Perubahan Konstitusi: Bagaimana Kkonstitusi dan aturan
ketatanegaraan dapat diubah atau diamandemen adalah bagian penting

dalam ketatanegaraan.

Ketatanegaraan adalah bagian integral dalam menjalankan pemerintahan

suatu negara dan menentukan cara negara beroperasi serta bagaimana warga negara



dan pemerintah berinteraksi. Ini merupakan landasan hukum dan etika yang

mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat.

. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang
berfokus pada pengumpulan data melalui studi dokumen hukum dan analisis

terhadap aturan hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan
(Statute Approach) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Perubahan bentuk negara
Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik
Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan kemudian kembali menjadi NKRI
pada tahun 1950 memiliki dampak konstitusional yang signifikan terhadap sistem
ketatanegaraan dan hukum tata negara. Pada saat itu, terjadi perubahan dalam
struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan
daerah. RIS memiliki struktur pemerintahan yang lebih terdesentralisasi daripada
NKRI, di mana setiap negara bagian memiliki otonomi yang lebih besar dalam hal

pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di wilayahnya sendiri.*

Namun, perubahan ini tidak bertahan lama dan pada tahun 1950, Indonesia
kembali menjadi NKRI dengan sistem sentralisasi yang lebih kuat. Perubahan ini
tercermin dalam amandemen Konstitusi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan
demikian, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas

dampak konstitusional perubahan bentuk negara Indonesia terhadap sistem

4 Taruno Muryanto, Yudho. "Perubahan Konstitusi: Sebuah Refleksi atas Konstitusi Indonesia,"
him. 1-20, 2009.



ketatanegaraan dan hukum tata negara, perubahan ini memiliki dampak signifikan
terhadap struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan otonomi daerah yang
tercermin dalam Konstitusi UUD 1945. Penelitian ini juga menggunakan metode
Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang
dihadapi.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara
menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen
hukum, dan literatur hukum yang relevan. Metode ini fokus pada interpretasi dan
aplikasi hukum yang terkait dengan topik atau masalah tertentu yang sedang diteliti.
Selain itu penelitian ini menganilisis konstutisionak Pendekatan ini akan
membahas tentang aspek hukum konstitusional yang menjadi dasar dari perubahan
bentuk negara Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter menjadi demokratis.
Penelitian ini akan memfokuskan pada konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945, serta
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing
bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan
penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang
menyusun rangkaian penulisan skripsi ini.
1. Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar serta pedoman dalam
melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan hal-hal:
A) Latar Belakang Masalah, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang
pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini;

B) Identifikasi Masalah, merupakan penentuan pokok- pokok permasalahan
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yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian
serta penulisan skripsi ini;

C) Tujuan Penelitian, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;

D) Kegunaan Penelitian, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh
dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan;

E) Kerangka Pemikiran, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman
dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini;

F) Metode Penelitian, pada uraian ini dijelaskan mengenai ‘jati diri’ penelitian
serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe
penelitian, pendekatan yangdigunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai
serta cara menganalisisnya,juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan
penulisannya sendiri;

G) Sistematika Penulisan, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan
penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan
materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

. Bab Il Tianjauan Pustaka. menguraikan mengenai tinjauan pustaka dalam

mengejelaskan bentuk perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi

dan ke tata negaraan

. Bab 111 Data Penelitian. merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa

analisis terhadap dampak perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi

dan ke tata negaraan

. Bab 1V Pembahasan, bab ini merupakan bab yang menguraikan mengenai

bagaimana dampak perubahan bentuk negara indonesia terhadap konstitusi dan

ke tata negaraan

. Bab V Penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil

pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang

menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang
telah dilakukan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Perubahan Bentuk Negara Indonesia Terhadap Sistem
Pemerintahan

Bentuk negara Indonesia pernah beberapa kali mengalami perubahan dari
negara kesatuan menjadi negara serikat lalu kembali ke nagara kesatuan. Dan
sistem pemerintahan Indonesia telah beberapa kali berganti dan berubah dari
presidensial menjadi parlementer semu, lalu parlementer hingga akhirnya kembali
menjadi sistem pemerintahan presidensial. Begitupun dengan konstitusi Indoenesia
telah mengalami beberapa kali perubahan dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS
lalu menjadi UUDS 1950 hingga akhirnya kembali ke UUD 1945. Namun jika
dilihat lebih teliti dari uraian sejarah tersebut, perubahan sistem pemerintahan
belum tentu dapat merubah konstitusi dan bentuk negara, berbeda halnya dengan
merubah bentuk negara atau konstutusi dapat merubah sistem pemerintahan.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bilamana bentuk negara Indonesia telah
berubah kedepannya, maka dampak dari perubahan bentuk negara terhadap sistem
pemerintahan adalah dapat berubahnya sistem pemerintahan tersebut sesuai dengan
perubahan bentuk negara yang baru ditinjau dari mazhab sejarah yang telah terjadi

sebelumnya.

2. Dampak Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Sistem Politik
Indonesia

Dampak perubahan konstitusi dan implikasinya pada sistem politik yg
pertama adalah kepada presiden. Pada awalnya presiden dipilih oleh lembaga
seperti MPR. Contohnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta,
dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Presiden Soeharto
dan para Wakil Presidennya (sejak tahun 1971 sampai tahun 1998 punya beberapa
Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Begitu pula, Presiden Abdurrahnman Wahid (Gus
Dur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dipilih oleh MPR. Presiden,
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Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz, menjadi Presiden dan
wakil Presiden dipilih dalam sidang MPR. Tetapi setelah konstitusi berubah atau
setelah amandemen UUD 1945, pemilihan presiden dilakukan dengan cara suatu
Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sebagai bentuk
pemilihan langsung oleh rakyat.

Dampak dari perubahan konstitusi juga berpengaruh terhadap perubahan
secara politis dan sosiologis terhadap posisi DPR, dimana sebelum amandemen
posisi DPR hanya untuk dimintakan persetujuan atas tiap-tiap Undang-undang.
Setelah amandemen UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-
undang. Ini menjadikan posisi DPR menjadi pada posisi pemegang kekuasaan
utama dalam pembentukan Undang-undang. Melihat dari hostorisnya jika
kedepannya konstitusi diubah kembali maka dampak perubahan terhadap politik
kemungkinan besar akan terjadi perubahan pada sistem politik tersebut sesuai
dengan ketentuan konstitusi yang baru.

B. Saran

1. Adapun saran dari saya sebagai penulis, jikalau suatu negara melakukan
perubahan bentuk negara maka harus memperhatikan dampak yang akan
terjadi antara lain perubahan terhadap konsitutusi, ketatanegaraan, sistem
politik, dan lain sebagainya, maka hal ituh harus di pertimbangan secara
seksama dan jangan sampai perubahan bentuk negara, bisa jadi awal
kehancuran suatu negara.

2. Saran penulis terhadap masyarakat terutama mahasiswa untuk dapat lebih
teliti dan lebih concern terhadap perubahan yang terjadi Indonesia
kedepannya. Sebagai lidah penyambung aspirasi dari rakyat, mahasiswa
harus lebih banyak memberikan perhatian agar perubahan terhadap negara
ini tidak menjadi dampak negatif bagi masyarakat melainkan dampak

positif.
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